
1. Undang-U ndang Nomor 16 Tab u n 1 QSO ten tang 
Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam 
Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tcngah, Djawa 
Barat, dan Daerah lstimewa Yogjakarta; 

a. bahwa berdasarkan Peraturan Walikota Semarang Nomor 
37 Tahun 2011 tentang Tata Cara Pembetulan, 
Pembatalan, Pengurangan Kctctapan dan Penghapusan 
atau Pengurangan Sanksi Administratif Pajak Rurni dan 
Barigurmn Perkotaan belum diatur ketentuan tentang 
objek Pajak Bumi dan Bangunan Perkotaan yang dikuasai 
oleh Negara sebagai barang bukti yang disegel atau disita; 

b. bahwa sehubungan dcngan Maksud tersebut. padn huruf a 
diatas maka Peraturan W alikota Semarang Nomor 37 
Tahun 2011 tentang Tata Cara Pemberulan, Pernhatalan, 
Pengurangan Kele ta pan dan Pcnghapusan a tau 
Pengurangan Sanksi Administratif Pajak Bumi dan 
Bangunan Perkotaan perlu ditinjau kembali; 

c. bahwa untuk melaksanakan ha] tersebut pada huruf 
a.dan huruf b diatas maka perlu memhentuk Peraturan 
Walikota Semarang tentang Per'ubahari Ataa Peraturan 
Walikota Sct11f\.l"fl.J1~ Nomor 37 Tahrm 7.011 tr.nt;mg Tal.a 
Cara Pembetulan, Pembatalarr, pengurangan Ketetapan 
dan Penghapusan atau. Pengurangan Sanksi Administratif 
Pajak Bumi dan Bangunan Perkotaan. 

WALIKOTA SEMARANG, 

DENGAN RAHMATTUHAN YANG MAHA ESA 

TENT ANG 

PERATURAN WALIKOTA SEMARANG 
NOMO.l< 9-.). 'l'AHUN J.O fLf 

I . 

Mengingat 

Menimbang: 

PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALJKOTA SEMARANG NOMOR 37 TAHUN 

2011 TENTANG TATA CARA PEMBETULAN, PRMRATALAN, PENGURANGAN 

KETETAPAN, DAN PENGHAPUSAN ATAU PENGURANGAN SANKSI 

ADMINISTRATIF PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERKOTAAN 



9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 
tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah 
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan 
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 
tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalarn 
Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman 
Pengelolaan Keuangan Daerah; 

2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Repub1ik 
Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran 
Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa 
kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 
?.008 tentang Perubahan Keduu Atw'; Undang-Undang 
Nomor 3:.l 'l'ahun ?.OO·:l rentang I'emerintahan Do.era.h 
[Lembaran Negara Republik ImloriC:"o1fo Tahun 2008 Nnrnor 
!:>9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4844); 

3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak 
Daerah dan RP.t.ribusi Daerah [Lernbaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lernbarun 
Negara Republik Indonesia Nomor 5049); 

4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tcntang 
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nornor 
5234); 

5. Pcraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976 tentang 
Perluasan Kotamadya Daerah Ting.kat TT Semarang 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1976 Nomor 
25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 3097); 

6. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 1992 tentang 
Pembentukan Kecamatan di Wilayah Kabupaten 
kabupaten Daerah Tingkat II Purbalingga, Cilacap, 
Wonogiri, Jepara dan Kendal serta Penataan Kecamatan di 
Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang, dalam 
Wilayah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah 
(Lem baran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 
89); 

7. Pera tu ran Pcmerintah Norn or 58 Tahun 2005 ten tang 
Pengelolaan Kcuangan Daerah (Lembaran Negara R~ruJhlik 
Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tarnbahnn Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4578); 

8. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang 
Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
T ndonesia Tahun 2005 Nornor 165 Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4593); 



10. Peraturan Daerah Kot.a Semarang Nomor 11 Tahun 2006 
tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah 
Kota Semarang Tahun 2007 Nomor 1 Seri E) sebagaimana 
telah diu bah dcngan Peraturan Daerah Kota Semarang 
Nornor 5 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Peraturan 
Daerah Kot,=. 8<":m8rr.mg Nomor 11 Tah u n 200Ci tentang 
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota 
Semarang Tahun 2013 Nomor 51 Tambahan Lernbaran 
Daerah Kota Semarang Nomor 83); 

11. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 12 Tahun 2008 
tentang Orgarrieaai dan Tata Kerja Dinas Daerah Kota 
Semarang (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2008 
Nomor 15, Tarnbahan Lembaran Daerah Kota Semarang 
Nomor 22); 

12. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 13 Tahun 2011 
tentang Pajak Bumi dan Bangunan(Lemharan Daerah Kota 
Semarang Tahun 2011 Nomor 13,Tambahan Lembaran 
Daerah Kota Semarang Nomor 60 ); 

13. Peraturan Walikota Semarang Nomor 42 Tahun 2008 
tentang Penjabaran Tugas (fan Fungsi Dinas Pengelol~an 
Keuangan dan Aset Daerah Kota Semarang(Berita Daerah 
Kota Semarang Tahun 2008 Nomor 42) sebagairnana telah 
diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Walikota 
Semarang Nomor 50 Tahun 2011 Perubahan Kedua Atas 
Peraturan Walikota Semarang Nomor 42 Tahun 2008 
tcntang Pcnjabarnn Tugas clan Fungsi Dinas Pcngelolaan 
Keuangan dan Aset Daerah Kota Semarang [Berita Daerah 
Kota Semarang Tahun 2011 Nomor 50); 

14. Peraturan Walikota Semarang Nomor 37 Tahun 2011 
tentang Tata Cara Pembetulan, Pembatalan, Pengurangan 
Ketetapan dan Penghapusan a tau Pengurangan San ksi 
Administratif Pajak Bumi dan Bangunan Perkotaan (Berita 
Daerah Kata Semarang Tahun 2011 Nornor 37). 

MRMUTUSKAN : 

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PERUBAHAN ATAS 
PERATURAN WALIKOTA SEMARANG NOMOR 37 TAHUN 
2011 TENTANG TATA CARA PEMBRTULAN, PEMBATALAN, 
PENGURANGAN KETETAPAN DAN PENGHAPUSAN ATAU 
PENGURANGAN SANKSI ADMINISTRATIF PAJAK BUMT DAN 
AANGlJNAN P~RKOTAAN. 

Pasal I 
Beberapa ketentuan dalam Peraturan Walikot.a Nomor 37 Tahun 2011 Tc11ta11g 
Tata Cara Pembetulan, Pembatalan, pengurangan Ketetapan dan Penghapusan 
atau Pengurangan San ksi Administratif Pajak Bumi dan Bangunan Perkotaan 
(Serita Daerah Kota Semarang Tahun 2011 Nomor 37), diubah sebagai 
berikut: 
1. Ketentuan Pasal 2 ayat (2) diubah, sehingga Pasal 2 berbunyi sebagai 

berikut: 

Pasal 2 

(l) Kepala DPKAD atas nama Walikota karena jabatan atau ara s 
permohonan Wajib Pajak dapat : 



Pemberian Pengurangan sebagaimana dimaksud dalam f>asal 2 ayat (2) 
dapat diberikan kepada Wajib Pajak : 

a. karena kondiai tcrtcntu Objek Pajak yang ada hubungannya dengan 
subjek pajak dan/ atau karena sebab-sebab tertentu lainnya : 

1. Wajib Pajak Pribadi, meliputi : 
a) Ohj~k Pajak yang WRjih Pajakriya orang pribad! v~l.et•an 

pejuang kcmerdekacn, veteran pernbela kemerdekaan, 
penerima tanda jasa bin tang gerilya, atau janda/ dudanya 
diberikan sebesar 75 °/o (tujuh puluh lima persen) dari PBB 
yang teru tang. 

h) Objek Pajak berupa Iahan pertanian/ perikanan/petemakan 
yang hasilnya sangat terbatas yang Wajib Pajaknya orang 
pribadi yang berpenghasilan rcndab dHu~nkan pcngurangan 
sebcsar paling tinggi 75o/o (tujuh puluh lima person). 

c) Objek pajak yang Wajib Pajaknya orang pribadi yang 
penghasilarmya Memata-mata berasal dari pensiunan, schingga 
kewajibari membayar PBB sulit dipenuhi diberikan 
pengurangan sebesar pa.ling tinggi '/ S0/o (tujuh puluh Hrna 
persen]. 

d) Objek Pajak yang waiib Pajaknya nnu1g pribadi yo.,,g 
berpenghasilan rendah sehingga kewajiban membayar POD 
sulit dipenuhi diberikan pengurangan sebesar paling tinggi 
75'Yo (tujuh puluh Iirna persen). 

e) Objek Paiak yang Wajib Pajaknya orang pribadi yang 
berpenghasilan rendah yang Nilai Jual Objek Pajak (NtlOP) per 
meter perseginya meningkat akibat perubahan lingkungan dan 
darnpak positif pembangunan diberikan pengurangan sebeRRr 
paling tinggi 75o/o (tujuh puluh lima persen). 

f) Obiek Pajak yang Wajib Pajaknya orang pribadi yang berupa 
cagar budaya yang telah ditetapkan sebagai bangunan 
dan/atau lingkungan cagar budaya diberikan pengurangan 
aebesar 50°/o (lima puluh persen]. 

2. Ketentuan Pasal 10 diubah, sehingga berbunyi aebagai berikut: 

(2) Kepala DPKAD atas nama W:1likolB at.as permohonan Wajib Pajak 
dan/ atau Apal'at Pcnegak l Iukum dapat rnengurnngkan 
S 1-'I-Y I'/ S KPD / S TPD. 

a. atas permohononan Wajib Pajak atau karena jabatannya, Walikota 
dapat rncmbctulkan SPPT, SKPD1 STPD, atau SKPDLB yang dalarn 
penerbitannya terdapat kesalahan tulis darr/atau kesalahan hitung 
dan/atau kekeliruan penerapan ketentuan tertentu dalam peraturan 
pcrundang undungan perpajakan daerah. 

b. mernbatalkan SPPT/SKPD/STPD, yang tidak benar dan Zatau; 
c. mengurangkan atau rnenglrapuskari sanksi adminietratif PBB berupa 

bunga, denda, chm kenaikan yang dikenakan. 

PHsAl 10 



( 1) Pcngurangan hut'U$ d lajukan dalam jarigka wakfu : 

a. 3 (tlga] bulan terhitung sejak tanggal SPPT; 
b. 1 ( satu) bulan terhitung sejak tanggal SKPD; 
c. 3 (tiga) bulan terhitung sejak tanggal terjadinya bencana alam; 
d, 3 (tiga) bulan terhitung sejak tanggal terjadinya sebab lain yang 

luar biasa, kecuali apabila Wajib PAJ:lk dapat menunjukkan rlalam 
jangka waktu rersebut tidak dapat dip,muhi karena keadaan diluar 
kekuasaannya. 

Pasal 14 

4. K~te11tuS11 Pasal 14 ayal (1) dltambah satu huruf' yakni hurutc, sehingga 
Pasal 14 berbunyl sebagai berikut : 

( 1) Pengurangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 dapat diberikan 
berdasarkan permohonan Wajib Pajak. 

(l)a.Pengurangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf b angka 3 
dapat diberikan berdasarkan pcrmohonan dari Aparat Penegak 
Hukum, 

(2) Permohonan pengurangan pajak terutang Wajib Pajak sebnguimana 
dimaksud pada avat ( 1) dapat diaj ukan secara : 
a. perseorangan, untuk PBB yang terutang yang tercanturn dalam 

SKPD; 
b. perseorangan atau kolektif untuk PBB yang tercantum dalam SPPT. 

3. Diantara ayat (1) clan ayat (2) Pasal 12 disisipkan satu ayat yakni ayat 
{Ila, sehingga Pasal 12 berbunyi sebagai berikut: 

2. Objek Pajak yang Wajib Pajaknya adalah Wajib Pajak Badan yang 
mengalami kerugian dan kesulitan likuiditas tahun Pajak 
scbclumnya sehingga ridak dapat memenuhi kewajiban rutin 
diberikan pengurangan sebesar paling tinggi 'lb°lo (tujuh puluh 
lima persen). 

b. karena krmdia! tertentu Objek Pajak yang ada hubungannya dengan 
Objek pajak itu sendiri diberikan pengurangan scbesar paling ti11ggi 
1 oon!t, (scratus pcrsen], rneliputi : 

1. dalarn hnl objek pajak terkena bencana yang dialdbatki'trt olch 
peristiwa atau ~t:.r~11t~lu=1IA11 peristiwa yang di~chAhkan oleh alam 
antara lain gcrnpa burni, tsunami, guriung mcletus, banjir, 
kckeringan, angin topan, tanah longsor dan bencana lainnya. 

2. dalam hal objek pajak terkena sebab lain yang luar biasa, meliputi 
kebakaran, wabah penyakit tanaman dan/wabah hama tanaman. 

3. dalarn hal objek pajak yang dikuasai negara sebagai barang bukti 
yang discgcl atau di~iln. 

PHsHl 12 



Diundangkan di Semarang 
pada tanggal : 

SEKRETARIS f>ARRAH KOTA SEMARANG 

HENDRAR PRIH/\DI 

WALIKOTA SEMARANG 

Ditetapkan di Semarang 
pada tanggal 

PasRI II 

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan 
Wnlikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Semarang. 

5. Ketentuan Lampiran Peraturan Walikota Semarang Nomor 37 Tahun 2011 
tentang Tata Cara Pernbetulan, Pembatalan, Pengurangan Ketetapan dan 
Penghapusan atau Pengurangan Sanksi Administratif Pajak Bumi dnn 
Bangunan Perkotaan diubah menjadi sebagaimana tercantum dalam 
Lampiran Peraturan WHlik,)tr.t mi, 

P.. 3 (tiga) bulan terhitung se:.ia.k tRnggRl bukt.i penyitaan obiek pajak 
oleh aparat penegak Irukurn. 

(2) Ti<lak memiliki tunggakan PDB Tahun pajak scbelumnya atas objek 
pajak yang dimohonkan pengurangan, kecuali dalam hal objek paiak 
terkena bencana alam atau scbab lain yang Iuar biasa. 

(3) Tidak diaiukan keberatan atas SPPT atau SK.PU yang dimohonkan 
pengurangan, HhHJ dalam hal diaiukan l~f!'lbt:n-r11:...n telah ditcrbitkan 
surnt keputusan keberatan dan atas surat keputusan kdH~n"lh'H1 
dirnaksud tidak diajukan banding. 

NO MOR 
ADITRlHANANTO 

SERITA DAERAH KOTA SEMARANG TAHUN 



Diundangkan di Semarang _ 
t .. . ' 1'- t.o \1 padu tunggal : ~ .:.(j:t 1,,t.'q"}P~\ 

SEKRETARIS DAERAH KOTA 8.t;MAMANG 

AD1'1'5TO 
BERITA DAERAH KOT/\ SEMAHANG TAHUN io)4 NOMOR ~7 ._ 

Ditetapkan di Semarang 
pad a tanggal ~ S.q f trt,:QS):,~ :;J f) \ 1· 

Pasal II 
t1r.r;.1lur.:;u1 Walikota ini mulai bcrlaku pHr1A 1.~nggal diundangkan. 
Agar sctiap orang mcngctnhtrinya, memenntankan pengundangan Peraturan 
Walikota ini dengan penernpatannya dalarn Ber'ita Uaerah Kota Semarang. 

5. Ketentuan Lampiran Peraturan Walikuta Semarang Nomor 37 Tahun 2011 
tentang Tata Cara Pembetulan, Pembatalan, Pe:n11,11raugm1 Ketetapan dan 
Penghapusan ntnu l-'r.n~urungtUI Sanksi Administrattr Pajak Bumi dart 
Bangunan Perkotaan diubah menjadi sebagaimana tercanturn dalam 
Larnpiran Peraturan Walikota ini. 

e, 3 (tiga) buian terh iturig sejak tanggal buktt penyitaan objck pajak 
olch aparat penegak hukum, 

(2) Ttdak memiliki tunggakan PBB Tahun pajak sebelumnya atas objck 
pajak yang dimohonkan pengurangan, kecuali dalam ha1 objek pajak 
terkena bencana alam atau sebab lain yang luar biasa. 

(3) Tidak dinjukan keberatan atas SPPT atau SKPO yang dimohonkan 
pengurnngan, atau dalarn hal diajukun keberatsn telah ditcrbitkan 
surat keputusan keberatan dan atas surat keputuaan keberntan 
dimaksud tidak diajukan banding. 



3. Kepala Scksi Penetapan 

4. Koordiriator Pos Pelayanan PBB 

5. Pelaksana 
6. Wajib Pajak 

1 . Kepala DPKAD 

2. Kepala Didang Pajak Dacrah 

C. Pihak Terkait : 

2. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 13 Tahun 2011 tentang 
Pajak Bumi dan Bangunan Perkotaan (Lembaran Daerah Kota 
Semarang Tahun 2011 Nomor 13, Tambahan Lem ha ra n Daerah 
Kota Semarang Nomor 60); 

3. Peraturan Walikota Semarang Nomor 37 Tahun 20 l l tentang Tata 
Cara Pembetulan, Pembatalan, Pengurangan Keteta.pan dan 
Pcnghapusan atau Pengurangan Sanksi Administratif Pajak Bumi 
dan Bangunan Perkotaan [Berita Daerah Kota 8<!marang Tahun 
2011 Nomor 37). 

1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 teutang Pajak Dacrah dan 
Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 
Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
5049); 

R. Dasar Hukum : 

A. Deskripsi : 

Prosedur operasi ini menguraikan tata cara penyelesaian atas 
permohonan pembetulan PBB yang diajukan Wajib Pajak. 

BAGlAN PERTAMA 
TATA CARA PENYRLESAIAN Ph:.t<MOHONAN PEMBETUTJ/\N PALl 

LAMPI RAN 
PERATUNAN WALIKOTA SEMARANG 
NOMOR 
TENT ANG 
PERUBAHAN ATAS 11.ERATTJRAN WALIKOTA SEMARANG 
NOMDF~ 37 TAIIUN 2011 T~NTJ\NG TATA r.AR/\ PEMD:8TULAN .. 
PEMBATALAN, PENOURANGAN Kl:GTETAPAN DAN 
PENGHAPUSAN ATAU PENGURANGAN SANKS! 
ADMINISTRATIF PAJAK BUMI 11AN HANGUNAN PERKOTAAN. 



2. Surat Keputusan Pembetulan 

F. Proscdur- Kcrja, : 

1. Wajib Pajak mengajukan permohonan pembetulan PBB secara 
tcrtulia ke Koordinator Pos Pelayanan PHH. 

2. Petugas Pos Pelayanan menerima permohonan pernbetulan PBB 
kemudian rneneliti kelengkapan persyaratannya. Dalam hal berkas 
permohonan belurn lengkap, dihimbau kcpada Wajib Pajak untuk 
rnelerigkapinya. Dalarn hal berkas permohonan eudah lcngkap, ekan 
dicetak BPS dua rangkap, lembar pertama untuk Wajib Pajak 
sedang lembar kedua akan digabungkan dengan berkas 
permohonan, dan meneruskan ke Koordinator Pos Pelayanan PBB. 

3. Koordinator Pos Pelayanan meneliti berkas permohonan dan 
merret'uakan kepada Ka. Bidang Pajak. 

4. Ka. Bidang Pajak rnenugaskan Ka, Sic Pcnotapan urituk meneliti 
berkas permohonan 

5. Ka. Sie Penetapan menugaskan Koordinator Kecamatan untuk 
mcncliti bcrkaa pcrmohonan 

6. Koordinator Kccamatan membuat konsep Uruian Peneliliun 
berdaaarkan basil penelitian lapangan /kantor dan meneruskan 
kepada Kepa1a Seksi Penetapa.n. 

7. Kepala Seksi Penetapan meneliti dan msnandatangani konsep 
Uraian Penelitian, dan membuai konsep Surat Keputusan 
Pembetulan, dan rneneruskan kepada Kepala Bidang Pajak Daerah. 

8. Kepala Bidang Pajak Dacrah mcncliti konscp Surat Kcputusan 
Pembetulan, mcnandatangani konscp Uraian Pc..:nditi~,r,, dan 
meneruskan kepada Kepala DPKAD. 

9. Kepala DPKAD menyetujui dan menandatangani Uraian Penelitian 
dan Surat Keputusan Pembetulan. 

10. Pclaksana mcnatausahakan dan mcngirimkan Surat Keputusan 
Pembetulan ke Pos Pelayanan Pajak Wajib Pajak. 

11. Koordinator Pos Pelayanan menyampalken Surat keputusan 
Pembetulan Kepada Wajib Pajak dengan tanda terima 

12. Proses aelesai 

l . Ura far, Per1e1i H:--m 

D. Dokumcn yang digunakan : 

1. Surat Perrnohonan Wajib P.ojnk 

2. Bukti Penerimaan Surat (BPS) 

E. Dokumen yang dthasilkan : 

Jangka Waktu Penyelesaian ; 
Paling lama 2 bulan 



HENDRAR PRIHADT 

WALTKOTA SEMARANG 

.... ·-·· 

Wajib Pajak Petugas Koordinator Kepala Kepata Kepala 
Pos Kccarnatan Seksi Bi dang DPKAD 
Pelayanan Penetapan Pajak 
PJ:H:.~ Daerah 

-· 

E_) 
Mi.:11iliii 

i r ~ ... 

~ - + 
Berkas 
perrnohonan BPS 

/LPAU l ~ ....._ 

_] Um ism Meneliti dan Mcnerima dan 
pcnclition dan membuat membuar 
konsepSK I+- disr,o.~isi 14- disposisi 

BPS kc ·• 
WP -· 

.....__ ___ ---~- . Tclltl, Ul.l Teluuh, lla.l Srfojtu dAn ttd UP 
r UP, parsf UP,paraf danSK 

k.uu:.t:}J ::IK. 1--- ~ kon~cp SK i,;.i ... 

Menyampa, Menata 
kw, SK kc ... ... usaha ~ 
pada WP --. 
den~un knn SK 
tanda 
terima 

~ SK di terima . 
olehWP 

.. .>: ~-- 

G. Bagan Arus (Fluw Chart) : 

Jangka Waktu Pe:n.yelesaian: 
Paling lama 2 bulan l 



2. Surat Keputusan Pembatalan 

1. Uraian Penelitian 

E. Dokumen yang dihusilkan : 
' - 

1. Surat Permohonan W ajib Pajak 

2. Bukti Penerimaan Surat (OPS) 

D. Forrnuhr yHng digunakan ~ 

7. Wajib Pajak 

6. Pelaksana 

1. Kepala DPKAD 

2. Kepala Bidang Pajak Daerah 

3. Kcpala Sek~i Penetapan 

4. Koordinator Pos Pelayanan PBD 

5. Koordinator Kecarnatan 

C. Pihak Terkait ; 

D. Dasar Hukum : 

1. Undnng-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tcntang P(1j:il< Daerah dan 
RelTibu81 Daerah (Lembaran N,~~l~':4."':I. R1:puhlll,. Indonesia Tahun 200'J 
Nomor 130, Tambahan Lernbaran Negara Republik Indonesia Nomor 
5049); 

Prosedur opcrasi 1111 menguraika 11 1AtA earn penyelesaian atn!~ 
permohonan pernbatnlan SPPT/SKPD/STPD yang diajukan Waiib Pajalc. 

A. D~Rl<ri psi : 

BAGIAN K~:DUA 
TATA CARA PENYELESAIAN PERMOHONAN PEMBATALAN SPPT/SKPD/STPD 

2. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 13 Tahun 2011 ten tang 
Pajak Bumi dan Bangunan Perkotaan (Lembaran Daerah Kota 
Semarang Tahun 2011 Nomor 13, Tambahan Lernbaran Daerah 
Kota Semarang Nomor 60); 

3. Peraturan Walikota Semarang Nomor 37 Tahun 2011 tentang Tata 
Cara Pembetulan, Pembatalan, pcngurangan Ketetapan dan 
Penghapusan atau Pengurangan Sanksi Administratif Pajak Bumi 
dan Bangunan Perkotaan [Berita Daerah Kota Semarang Tahun 
2011 Nomor 37). 



F. Prosedur Kerja : 

1 . W ajib Pajak mengajukan perrnohonan pembatalan 
SPPT/SKPD/STPD sccara tertulis ke Koordlnator Pos Pelayanan 
R PPT / SKPD / STPD. 

2. Petugas Pos Pelayanan mcnerima permohonan pembatalan 
SPPT/SKPD/STPD kernud ian meneliti kelengkapan persyaratannya. 
Dalam hal berkas perrnohonan belurn lengkap, dihimbau kepada 
Wa.jib Paiak untuk melengkapinya. Dalam hal berkaa pcrmohonan 
~urlHh lcngkap, akan dicetak BPS dua rangkAp, lembar pef1Ama 
untuk Wajib Pajak sedang lembar kedua akan dlgabungkan dengan 
berkas permohonan, dan meneruskan perrnohonan ke Koordinator 
Pos Pelayanan PRB. 

3. Koordinator Pos Pelayanan rneneliti berkas permohonan dan 
men eru skan kepada Ka. Bidang Pajak 

4. Ka. Ridr1ng Pajak menugaskan Ka. Sie Penetapan untuk meneliti 
berkas. 

5. Kepala Scksi Penet.apan menugaskan Koordinator Kecarnatan 
untuk meneliti berkas permohonan . 

6. Koordinator Kecarnatan membuat konsep Uraian Penelitian dan 
konsep Surat Keputusan Pembatalan herdasarkan hasil penelitian 
lapangan/kantor dan mcneruskan kepada Kepala S~k$i Penetapan. 

7. Kepala Seksi Penetapan meneliti dan menandatangani konsep 
Uraian Penelitian, Membuat konsep Surat Keputusan Pembatalan, 
dan meneruskan kepada Kepala Bidang Pajak Daerah. 

8. Kepala Bidang Pajak Daerah rneneliti konsep Surat Keputusan 
Pcrnbatalan, menandatangani kuusep U raian Penelitian, dan 
rncncruskan kepada Kepala DPKAn. 

9. Kepala DPKAD menyetujui dan menandatangani Surat Keputusan 
Pembatalan. 

10. Pelaksana menatausahakan dan mengirimkan Surat Keputusan 
Pembatalan kepada Koord. Pos Pelayanan PBB. 

11. Koordinator Pos Pelayanan menyampail .. an Surat Keputusan 
Pem batalan Kepada Wajib Pajak. 

12. Proses selesai. 

Jangka Waktu Penyelesaian : 
Paling lama 3 bulan 
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2. Surat Keputusan Pengurangan 

E. Dokumen yang dihasilkan : 

1. Uraian Penelitian 

D.Dokumcn yang digunakan : 

1. Surat Perrnohonan Wajib Pajak dan/atau Aparat Penegak Hukum 
2. Bukli Penerirnaan Surat (BPS) 
3. Bukti Sita 

8. Aparat Peneg~k Hukum 

'I. Wajib Pajak 

6. Pelaksana 

1. Kepala DPKAD 

2. Kepala Bidang Pajak Daerah 

:1. Kepala Scksi Pcnctapan 

4_ Koord;nator Pas Pclayanart PHH 

5. Koordinator Kecamatan 

C. Pihak Terkait : 

2. Peraturan Dacrah Kota Semarang Nomor 13 Tahun 2011 tentang 
Pajak Bumi dan Bangunan Perkotaan (Lembaran Dacrah Korn 
Semarang Tahun 2011 Nomor 13~ Tambahan Lembaran Daerah Kota 
Semarang Nomor 60); 

3. Peratu'ran Walikot.a Semarang Nornor 37 Tahun 2011 tcntang Tata 
Cara Pembetulan, Pembatalan, pengurangan Ketetapan dan 
Penghapusan atau Pengurangan Sanksi Administratif Pajak Bumi dan 
Bangunan Perkotaan (Berita Daerah Kota Semarang Tahun 2011 
Nomor 37). 

t . Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 t~nhmg Pajak Daerah dan 
Retribusi Dacrah (Lernbaran Ner,;ara Rr.p1Jhlik Indonesia Tahu,, ?.oog 
Nomor 130, Tambaha.11 Lernbaran Negara Republik Indonesia Nomor 
5049); 

D. Dasar Hukum 

A. Deskri p~i : 
Prosedur ini rnenguraikan tata cara penyelesaian atas perrnohonan 
pengurangan PB'R ynng dlajukan Wajib Ps.ij1-1k dau/ atau Aparat Penegak 
Hukum. 

BAGIAN KETIGA 
TATA CAR/\ PENYELESAIAN PERMOHONAN PENGURANGAN PAR 



1. Aparat Penegak Hukum mengajukan permohonan pengurangan PBB 
secara tertulis ke Walikota Semarang. 

2. Walikota Semarang merruru nkan dan meneruskan perrnohonan 
pengurangan kepada Kepala DPKAD Kota Semarang. 

3. Kepala DPKAD menurunkan dan meneruskan permohonan 
pengurangan kepada Ka. Bidang Pajak. 

4. Ka. Bidang Pajak menugaskan Ka. Sie Penetapan untuk meneliti 
berkas permohonan 

G. Prosedur Kerja Permohonan Pengurangan dari Aparat Penegak rtukum: 

1. Wajib Pajak mengajukan permohonan pengurangan PBS secara 
tertulis ke Pos Pelayanan PBB. 

2. Petugas Pos Pelayanan menerima pcrmohonan pengurangan PBB 
kemurlian meneliti kelengkapan perayaratannya, Dalam hal bc~t'°kA8 
permohonan bclum lcngkup, dihirnbau kepada Waj1b Pajak untuk 
mclengkapinya. Dalam hal berkas permohonan sudah lengkap, akan 
dicetak BPS dan LPAD, BPS untuk Wajib Pajak sedang LPAD aka.n 
digabungkan dengan berkas perrnohonan, dan meneruskan kc 
Koordinatur Poa Pelayanan . 

3. Koordinator 1-'oR pelayanan meneliti berkae perrnohonan dan 
meneruskan kepada Ka. Bidang Pajak. 

4. Ka. Bidang Pajak rnenugaskan Ka. Sie Penetapan untuk meneliti 
berkas perrnohonan. 

5. Kepala Seksi Penetapan menugaskan Koordinator Kecarnatan untuk 
meneliti berkas permohonan . 

6. Krnn·cJinatt,t' Kecamatan rnembuat konscp Uraian Penelitian 
berdasarkan husil penelitian lapangnn/lmntor dan dlteruakan 
kepada Kepala Scksi Peneta pn n. 

7. Kepala Seksi Penetapan meneliti dan menandatangani konsep 
Uraian Penelitian, dan membuat konsep Surat Keputusan 
Pengurangan, dan meneruskan kepada Kepala Bidang Pajak 
Daerah. 

8. Kepala Bidang Pajak Daerah meneliti serta menandatangani uraian 
penelitian dan meneruskan konsep Surat Keputusan Pengurangan, 
dan rneneruskan kepada Kepala DPKAD. 

9. Kepala DPKAD menyetujui dan menandatangani Surat Keputusan 
Pengurangan. 

10. Pelaksana menatausahakan dan mengirimkan Surat Keputusan 
Pengurangan ke Pos Pelayanan untuk disampaikan ke Wajib Pajak. 

11. koordlnator Pos Pelayanan menyampaikan Surat Kepuu . .t6,~r'I 

Pengurangan kepada Wajib Pajak 
12. Proses selesai. 

F. Prosedur Kerja Perrnohonan Pengurangan dari Wajib Pajak: 

Jangka Waktu Peny~e_l_e_s_a_la_n_:---~~-------~~' Paling lama 4 bulan ~ j 



Jangka Waktu Penyelesalan : 
Paling lama 4 bulan 

5. Kepala Seksi Penctapan menugaskan .Koordinator Kecamatan untuk 
meneliti berkas pennohonan . 

6. Koordirtator Kecamatan membuat korraep Uraian Peneunan 
berdasarkan basil penelitian 1apangan/kantor dan diteruskan 
kcpada Kepala Sekei Penetapan. 

7. Kepala Seksi Penetapan meneliti dan rnenandatangani konsep 
Uraian Penelitian, dan rnernbuat konsep Surat Kepu tu san 
Pengurangan, dan meneruskan kepada Kepala Bidang Pajak 
Dacrah. 

8. Kepala Bi<lang Pajak Daerah mcneliri s~rt1-1 rnenandatangani urfl.ian 
penelitian clan meneruskan korrsep Surat Kcputusan Pengurangan, 
dan meneruskan kepada Kepala DPKAD. 

9. Kepala DPKAD menyetujui dan menandatangani Surat Keputusan 
Pengurangan. 

10. Pelaksana menatausahakan dan menyampaikan Surat Kep11tmu-m 
Pengurangan kepatla Aparat Penegak Hukum. 

I 1. Proses selesai. 
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2. Surat Keputusnn Penghapusan atau Pengurangan Sanksi 

D. Formulir yang digunakan: 

l. Surat Permohonan Wajib Pajak 

2. Bukti Penerimaan Surat (BPS) 

E. Dokumen yang dihasilkan : 

1. Uraian Penelitian 

7. Wajib Pajak 

6. Pelaksana 

5. Koord inaror Kecamatan 

1. Kepala I) PKAD 

2. Kepala Bidang Pajak Dacrah 

3. Kepala Seksi Penetapan 

4. Koordinator Pos Pelayanan PDB 

C. Pihak Terkait: 

2. Perntumn Dacrah Kota Semarang Nomor 13 Tahun 2011 tentuna 
Pajak Bumi dan Hnngunan Pcrkotaan (Lembaran Daerah Kot.~ 
Semarang Tahun 2011 Nomor 13, Tambahan Lernbaran Daerah Kota 
Semarang Nornor 60); 

3. Peraturan Walikota Semarang Nomor 37 Tahun 2011 tentang Tata 
Cara Pembetulan, Pembatalan, pengurangan Ketetapan dan 
Penghnpusan atau Pcngurangan Sanksi Adminiatratif Pajak Bumi 
dan Bangurian Perkotaan [Berita Dacrah Kota Semarang 'l'ahun ~O 1 1 
Nomor 37). 

R, nH.~~r Hukurn : 

Prosedur operasl rru rnenguraikan tata cara penyelcsaian atas 
permohona n penghapusan atau pengurangan sanksi SPPT / SKPD / STPD 
yang diaiukan Wajib Pajak. 

A. Deskripsi : 

1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan 
Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 
Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
5049); 

BAGIAN KEEMPAT 
TATA CARA PENYELESAIAN PERMOTTONAN PENGHAPUSAN ATAU 

PENOURANGAN SANKS! SPPT/SKPD/STPD 



..___________________ ·------------' 

1. Wajib Pajak mengaiukan permohonan penghapusan atau 
pengurangan sanksi SPPT/SKPD/STPD secara tertulis ke 
Koordinator Pos Pelayanan SPPT/SKPD/STPD. 

2. Petugas Pos Pelayanan rnenerirna permohonan penghapusan at.au 
pengurangan sanksi SPPT/SKPD/STPD kcmudian meneliti 
kelengkapan persyaratannya. Dalam hal berkas permohonan belum 
lP-rigkar.,1 dihirnbau kepada Wajib Pajak untuk melengkaplnya, Dalam 
hal berkas permohonan audah leng'kav~ <=1.k<:1.11 dicetak .BPS dua 
nu1gk::i..p~ lernbar pertama untuk Wajib Pajak sedang lembar kedua 
akan digabungkan dengan berkas permohonan, dan meneruskan 
permohonan ke Koord. Pos Pelayanan PBB. 

3. Koordinator Pos pelayanan meneliti berkas perrnohonan dan 
meneruskan kepada Ka. Bidang PAjak. 

4. Ka. Bidang Pajak menugaskan Ka. Sie Penetapan untuk meneliti 
bcrka s perrnchorran. 

5. Kepala Seksi Penetapan menugaskan Koordinator Kecamatan unt.uk 
melakukan penelitian atas berkas permohonan, 

6. Koordinator Kecamatan membuat konsep Uraian Penelitian 
Iapangan Zkantor dan meneruskan kepada Kepala Sekai Penetapan, 

7. Kepala Seksi Penetapan mcneliti dan menandatangani konaep 
Uraian Penelitian, membuat konsep Surat Keputusan Penghapusan 
atau pengurangan sanksi, dan meneruskan kepada Kcp8.18. Bidang 
Pajak Daerah. 

8. Kepala Bidang Pajak Daerah meneliti konsep Surat Keputusan 
Penghapusan atau pengurangan sanksi, menandatangani konsep 
Uraian Penelitian, dan meneruskan kcpada Kepala DPKAD. 

9. Kepala DPKAD mcnyetujul dan menandatangani Surat Keputusan 
PenghapuR.,m a+a u ptr:11gtn-n11g.f1J1 sanksi. 

10. Pelakaana menatausahakan dan mengirimkan Surat Keputusan 
Penghapusan at.au pengurangan sanksi Kepada Koordinator Pos 
Pelayanan PBB. 

11. Koordinator Pas Pelayanan menyampaikan Surat Keputusan 
Penghapusan atau pengurangan sanksi kepada Wajib Pajak 

1?,. Proses selesal, 
,---...-- --· 
Jangka Waktu Penyelesaian : 
Paling lama 4 bulan 

F. Prosedur Kerja : 
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